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I

secara mencolok sejak dua dekade lalu.

Sebagai sebuah istilah sebenarnya bisa
saja muncul begitu saja, tetapi banyak ot-
ang menyatakan bahwa kemunculannya itu
berkait erat dengan fenomenon mutakhir
tentang sosial-ekonomi global dan kebe-
basan politik. Berawal dari Eropa Selatan
pertengahan 70-an (Spanyol, Portugal, dan
Yunani); Amerika Latin dan Tengah (Bra-
zil, Argentina, Cile, Urugay, Peru, Equador,
Bolivia, Paraguay, Honduras, El Savador,
Guatemala, Meksiko) awal tahun 80-an;
Eropa Timur (Polandia, Hongaria, Cekos-
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Istilah “civil society” kembali menyeruak

lovakia, Rumania, Bulgaria, dan bekas
Republik Demokrasi Jerman); serta
sejumlah negara-negara di Asia (khususnya
Korea Selatan, Taiwan, dan Pilipina) pada
awal 1990-an. Fenomena tersebut persis
dengan apa yang oleh Samuel P. Hunting-
ton disebut sebagai “gelombang demokrasi
ketiga,” yang terjadi pada “1994 dan 1990,
sedikitnya 30 negara mengalami transisi
menuju demokrasi, disusul kemudian
dengan arus demokratisasi sejumlah
pemerintahan di dunia.”

Fakta munculnya kembali ide tentang
civil society yang datang secara berbarengan
dengan kecederungan demokratisasi di
seluruh dunia, tidaklah sulit untuk dipa-
hami. Jutaan halaman telah ditulis untuk
menggambarkan dan menjelaskan “apa itu
demokrasi dan apa itu bukan demokrasi.”
Di luar banyaknya beda pendapat tentang
demokrasi—apakah demokrasi dipahami
sebagai prosedur atau substansi; muncul
pemberian sifat yang justru memberikan
arti yang kabur terhadapnya, seperti
“terpimpin,” “elitis,” “vertikal,” “populer,”
“liberal,” “borjuis,” “formal,” “rasional,”
“langsung,” “representatif,” “polis,”
“empiris,” dan bahkan “Pancasila”
ditambahkan di belakang kata demokrasi—
ada konsensus yang luar biasa mengenai
apakah demokrasi atau bukan. Menulis
dengan cara samar-samar atau perspektif
filsafat politik, Giovanni Sartori menga-
takan bahwa demokrasi bukan oto-
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ritarianisme, bukan toralitarianisme, bukan
absolutisme, dan bukan kediktatoran.
Mengelaborasi pendangan ini, dia menulis
bahwa “demokrasi adalah suatu sistem di
mana Zidak seorang pun dapat memilih dirinya
sendiri, tidak seorang pun memberikan kepada
dirinya sendiri suatu kekuasaan pemerintahan
dan, karenanya, tidak seorang pun merebut
kekuasaan untuk dirinya sendiri secara tidak
terkontrol dan tidak terbatas.’

Dengan kata lain, demokrasi bukanlah
despotisme. Di sinilah landasan keterkaitan
demokrasi dan i/ society. Intinya, seperti
dikemukakan John A. Hall, “cvi/ society
dilihat sebagai kebalikan dari despotisme.”
Suatu situasi @7 mana “suatu ruang di mana
kelompok-kelompok masyarakat dapat
eksis dan bergerak—sesuatu yang mem-
berikan contoh dan hendak meyakinkan
suatu yang lebih lunak, kondisi-kondisi
yang lebih toleran tentang segala sesuatu.”
3

Lebih dari fakta bahwa “revolusi
demokrasi global” mutakhir berkelindan
dengan menguatnya czvi/ society, juga
bersamaan dengan terjadinya suatu per-
ubahan dalam hubungan negara-masya-
rakat yang juga memberikan sumbangan
bagi lahirnya kembali ide tentang w2/ soci-
efy. Dalam hal ini, tidak ada yang lebih baik
dari menunjuk pengalaman masyarakat
Eropa Timur dalam berusaha untuk—
meminjam istilah John A. Hall—“mene-
gakkan kesusilaan dalam masyarakat yang
sudah sama sekali hilang di masa lalu” di
tengah-tengah negara yang hegemonik di
kawasan tersebut. Gerakan yang paling
melegenda dari Solidaritas Lech Walesa,
misalnya, yang memelopori terbentuknya
aksi perlawanan terhadap negara Polandia
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yang hegemonik di bawah rejim militer
komunis Jaruzelski, bekerja atas dukungan
perspektif cvil society. Kenyataannya, istilah
avil society telah digunakan sebagai pusat
Solidaritas untuk meraih tujuan.* Dalam
pandangan mereka, civi/ society adalah kunci
dalam demokrasi—“bahwa tidak ada
demokrasi tanpa avi/ society.””

Dalam pemahaman umum, hubungan
negara-masyarakat dalam suatu negara
yang hegemonik niscaya a-simetris. Dalam
pengertian bahwa apa yang disebut
pertama (baca: negara) selalu mendominasi
yang kedua (baca:masyarakat/rakyat) tidak
hanya dalam sosial ekonomi, kebudayaan
dan politik, tetapi benar-benar dalam
seluruh aspek kehidupan. Dalam situasi
seperti itu, peluang masyarakat untuk
memiliki ruangnya sendiri adalah mus-
tahil—atau kalau pun ada sangatlah
terbatas. Bukanlah suatu yang aneh,
sebagaimana dikutip di awal, sosiolog John
A. Hall yang melihat cvi/ society sebagai
“kebalikan dari despotisme”, bahwa hal
yang terpenting dalam diskursus czve/ society
adalah menciptakan “ruang di mana
kelompok masyarakat dapat ada dan
bergerak.” Jika ini benar, maka sebenarnya
persoalan mendasar dalam czv/ society pada
dasarnya adalah bersifat eksistensial.

I

Setelah melihat terbangunnya hu-
bungan antara demokrasi dan i/ society,
sekarang mari kita kembali kepada per-
tanyaan intinya, yaitu cvi/ society. Searah
dengan kasus diskursus demokrasi, lite-
ratur-literatur yang membahas tentang civ/
soctety tidak menawarkan sesuatu yang
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tunggal, suatu definisi yang utuh tentang
avil society. Dalam halaman 771 karyanya
tentang civi/ society—suatu karya yang pal-
ing komprehensip selama ini—Jean L.
Cohen dan Andrew Arato mendefinisikan
avil society “sebagai suatu ruang interaksi
sosial antara ekonomi dan negara, yang
menggubah di atas seluruh syarat tentang
ruang (khususnya keluarga), suatu ruang
asosiasi (khususnya asosiasi bersifat
sukarela), gerakan-gerakan sosial, dan
bentuk-bentuk komunikasi publik.”
Selanjuntya, “czi/ society modern diciptakan
melalui bentuk-bektuk konstitusi-diri dan
mobilisasi-diri. Ia diinstitusionalisasi dan
digeneralisasi melalui hukum, dan khu-
susnya hak-hak subjektif, yang men-
stabilisasi perbedaan-perbedaan sosial.
Sedangkan kreativitas diri dan insti-
tusionalisasi dimensi-dimensi dapat
bertahan secara terpisah, dalam waktu yang
lama baik aksi maupun institusionalisasi
independen dituntut untuk mereproduksi
civil society.”

Meskipun demikian, penggunaan
Solidaritas sebagai referensi untuk menje-
laskan kasus Polandia, Cohen dan Arato
terlalu membesar-besarkannya tidak hanya
bagi orang luar, tetapi juga sebagai saingan
dari negara. Dalam hal ini, mereka
mengatakan: “oposisi dari i/ society dan
negara muncul kembali paling dramatik di
Eropa Timur, khususnya dalam ideologi
opisisi Polandia dari 1976 sampai pada
kedatangan awal Solidaritas dan selan-
jutnya. Posisi berhadap-hadapan dua hal
berikut sangatlah jelas: masyarakat melawan
negara; bangsa melawan negara; tata sosial
melawan sistem politik, kehidupan publik
melawan negara, kehidupan privat melawan

B Afkai

kekuasaan publik dan sebagainya.”’

Dalam perspektif yang berbeda, civi/
society diidentikkan begitu saja dengan
“revolusi asosiasional.” Ini merujuk pada
berkembangnya “pameran masif tentang
pengaturan secara mandiri organisasi-
organisasi privat, yang tidak ditujukan
untuk mendistribusikan keuntungan
terhadap para pemilik institusi atau para
direktur, mengikuti tujuan-tujuan publik di
luar aparatus negara yang formal. Pengem-
bangbiakan kelompok-kelompok tersebut
secara permanen mungkin mengubah
hubungan antara negara dan warga negara.
“Dalam konteks Asia dan Pasifik, semua
itu dilihat sebagai indikator bahwa czve/ soci-
ety sedang bergerak muncul.”® Ini fakta
bahwa berbagai keberadaan organisasi non
pemerintah tidak selalu berbagi etos
ideologi Solidaritas Lech Walesa. Kenya-
taannya, mereka tidak selalu menuntut
representasi suatu ancaman sejauh hu-
bungan mereka dengan negara diper-
hatikan.’

Meskipun demikian, kecenderungan itu
telah mengharuskan terbangunnya gagasan
cavil society dalam arti institusi-institusi non
pemerintah. Segaris dengan kebutuhan dan
bahkan mungkin keniscayaan untuk
menciptakan kebebasan publik atau ruang
kemasyarakatan di luar dari apa yang secara
tradisional telah diatur oleh negara, definisi
Earnest Gellner tentang civi/ society mungkin
memberikan sumbangan terhadap pema-
haman kita tentang konsep itu. Baginya,
“civil socrety adalah seperangkat institusi-
institusi non pemerintah yang berbeda-
beda, yang cukup kuat untuk mengimbangi
negara, dan, dalam pada itu tidak mencegah

negara dari pemenuhan peranannya
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menjaga perdamaian dan arbritrase antara
kepentingan-kepentingan besar, meskipun
dapat mencegah negara dari dominasi dan
atomisasi sebagian besar masyarakat.”"’

Dengan melihat berbagai definisi di atas
sebagai pertimbangan, jelas bahwa ada
perbedaan pandangan mengenai apa yang
disebut civi/ society. Namun, ada suatu
kesamaan garis besar bagaimana istilah itu
dipahami. Sebagai sebuah istilah dapat
ditunjukkan, ada suatu istilah “civilitas (ci-
vility)” yang merupakan inti dari konsep
tersebut. Inti pokok ini tidak hanya
merujuk pada, sebagaimana dengan tepat
dikatakan oleh Robert W. Hefner, “kemak-
muran secara materi tetapi juga toleran
terhadap perbedaan cara pandang, pem-
batasan kekuasaan negara, dan kebebasan
berekspresi dan pilihan jalan hidup.”"
Inilah yang disebut c¢ivi/ society yang
sesungguhnya.

Jika dalam tingkat ide banyak perbedaan
pandangan tentang cvi/ society, maka tidak
demikian dalam hal asal-usulnya. Civz/ soci-
ety lahir di Eropa. Masalah asal-usul ini
tidak sederhana tentang tempat kelahiran.
Ia sangat berkaitan dengan konteks sosial-
ekonomi, budaya, dan politik yang sangat
mempengaruhi dan mewarnai konsep cvz/
soczety itu. Jadi, seperti diungkapkan oleh
Serif Martin “civi/ society adalah mimpi or-
ang Barat.” Selanjutnya, ini adalah “aspirasi
yang bersifat historis; ia juga, dalam bentuk
yang paling kongkrit dari sebuah mimpi,
adalah bagian dari sejarab sosial Eropa Barat.”"*

Jelaslah dengan demikian bahwa e/
soczety tidak lahir dari suasana vacuum.
Sebaliknya, ia merupakan produk dari suatu
masyarakat tertentu, yaitu sosial-budaya
dan politik di Barat. Benar atau tidak mimpi
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itu bisa diekspor dan ditransfer ke dalam
masyarakat dengan latar belakang sosial-
budaya, ekonomi dan politik yang berbeda
menyisakan suatu kebingungan yang
menarik dari dunia yang tak terbatas
sekarang ini. Martin sendiri bahkan
memberikan isyarat bahwa kemungkinan
ekspor ide il society sangat lah terbatas.
Karena, sebagaimana saya kutip di atas, ide
tentang c7vi/ society bisa diadopsi di kawasan
di luar Barat. Termasuk dalam kelompok
itu adalah sebagian besar dunia Islam yang
sekarang “sedang memulai memperoleh
kerangka insitusi-institusi” yang sejalan
dengan tumbuhnya c2i/ society pada awalnya
di Barat. Meski demikian, “mimpi masya-
rakat Barat bukanlah mimpi masyarakat
Islam.”"

Jika ide tentang kebisaan avi/ society
ditransfer di luar konteks masyarakat Barat
bisa didorong lebih jauh, meskipun catatan
tertentu mungkin harus diberikan. Per-
tama, John A. Hall benar ketika menga-
takan bahwa suara Barat tentang v/ society
hendaknya disesuaikan dengan konteks
bukan Barat. Usaha ini berarti mening-
katkan “kapasitas membenarkan dan
bergerak antara—bahkan di seputar—
identitas; perbedaan dinilai di dalam batas
tertentu.”'* Kedua, seperti sistem peme-
rintahan yang demokratis, ide tertinggi dari
civil society harus diletakkan pada tempat di
dalam suatu struktur dan kultur tertentu
agar dapat menjadi mantap. Dalam
perspektif inilah basis sosio-religius bisa
dicoba.

III

Samuel P. Huntington memberikan
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argumen yang provokatif bahwa budaya
non-Barat—pada dasarnya—tidak sesuai
dengan demokrasi, dan karena itu juga cvi/
soctety. Pandangan seperti ini bukan hanya
berangkat dari anggapan bahwa secara
budaya hal itu tidak sesuai dengan demok-
ras, tetapi juga karena cara pandang yang
sempit chauvinistik bahwa hanya budaya
Barat lah yang memiliki “perasaan, nilai-
nilai, keyakinan dan pola tingkah laku yang
memungkinkan berkembangnya demokra-
si.”" Demokrasi dari Perspektif budaya
ini memiliki basis historisnya sendiri—
sayangnya sangat meyakinkan. Sebagai-
mana dikatakan oleh George Kennan,
“demokrasi adalah suatu bentuk peme-
rintahan “yang berkembang pada abad ke
—18 dan 19 di Eropa Barat Laut, khususnya
di negara-negara yang berhubungan
dengan Inggris dan Laut Utara (tetapi
dengan penekanan tertentu ke dalam
Eropa Tengah), dan kemudian merambah
ke bagian dunia yang lain, termasuk
Amerika Utara d/ mana masyarakatnya
berasal dari Eropa Barat Laut tempat yang
muncul sebagai pemukiman penduduk asli,
atau kolonialis. Dan mereka meletakkan
dasar umum bentuk-bentuk pemerintahan
sipil.”'

Mendasarkan pada persepsi historis
tersebut, argumen ini dilanjutkan, bahwa
demokrasi pada dasarnya “secara relatif
memiliki dasar keterbatasannya sendiri
menurut waktu dan tempat.” Dan karena
itu, Samuel P. Huntington—sejalan dengan
pandangan Kennan—menyimpulkan
bahwa “demokrasi hanya sesuai dengan
Eropa Barat Laut dan mungkin negara-
negara Eropa Tengah dan negara-negara
bagian koloninya.”"” Ketika sampai pada
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perkembangan kebangsaan, konfusianisme
dan Islam harus memilih mana yang akan
digunakan sebagai sumber pokok rintangan
bagi demokrasi atau cvi/ society. Bagi Hun-
tington “demokrasi konfusian” di dalam-
nya benar-benar mengandung perten-
tangan. Tidak jelas bagaimana “Islam
demokrasi.”"®

Menurut pendapat saya, pandangan
seperti itu merupakan akibat langsung dari
persepsi yang monolitik tentang Islam,
dengan rujukan tertentu bahwa Islam
adalah militan dan radikal yang ber-
kembang di Timur Tengah. Sebagaimana
dicatat John L. Esposito, “perilakunya yang
bengis, merupakan pensifatan terhadap
Islam, lebih dari sekadar memelintir atau
distorsi interpretasi Islam oleh individu
dan gerakan politik tertentu.” Dengan
demikian, istilah Islam radikal dan militan
“digunakan begitu saja dan tanpa mela-
kukan pembedaan yang meliputi per-
tarungan yang luas dan berbeda-beda dari
para pemimpin, negara, dan organisasi.”"
Dan sebagian besar disebabkan karena,
menurut Huntington, Islam tidak hanya
bertentangan dengan ide demokrasi, tetapi
mempertunjukkan suatu ancaman terhadap
peradaban Barat.*

Tak pelak lagi, kecenderungan mono-
littk dari banyak pengamat Barat dalam
memandang Islam memberi sumbangan
bagi sebagian besar pandangannya yang
sempit tentang sifat Islam. Memang
mungkin benar bahwa bias sekuler seba-
gaimana diyakini Esposito,”’ memberikan
sumbangan bagi kesalahan banyak ilmuwan
non-Muslim dalam memandang Islam
secara apa adanya, terhalanginya untuk

melihat secara jernih bahwa Islam adalah
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multinterpretabel.

Agama, sebagaimana banyak dike-
mukakan orang, mungkin dilihat sebagai
sesuatu instrumen yang suci untuk mema-
hami dunia.?? Islam—dibandingkan
dengan agama lain—mungkin saja adalah
satu agama dengan tingkat kesulitan pal-
ing sedikit untuk menerima premis
semacam itu. Alasan yang jelas yang
mendasati mengapa Islam paling memiliki
sifat yang paling jelas: “kemahakuasaan”-
nya. Ini adalah gagasan yang menyatukan
bahwa ”di manapun” Islam hadir akan
memberikan “’sikap moral yang baik bagi
bangsa manusia.”?

Gagasan ini telah menjadi pedoman
para penganut keyakinan bahwa Islam
adalah jalan hidup yang lengkap. Gambaran
yang paling utuh direpresentasikan melalui
Syari'ah (hukum Islam). Suatu kelompok
Muslim yang cukup besar bahkan memper-
kuat pandangan ini lebih lanjut, dengan
memandang bahwa “Islam adalah suatu
yang utuh yang menawarkan jalan keluar
terhadap segala persoalan hidup.“ Tidak
bisa dibantah, mereka meyakini Islam yang
lengkap dan menyeluruh sehingga, menu-
rut mereka, syari’ah itu mencakup tiga hal
yaitu (agama atau din, dunia atau dunya, dan
negara atau dawla). ... (Maka) Islam adalah
suatu kesatuan yang utuh yang menawarkan
pemecahan seluruh masalah kehidupan. Ia
harus diterima apa adanya dan segalanya,
dan harus terapkan dalam keluarga, bidang
ekonomi dan politik. Mereka (kelompok
ini) yakin bahwa wujud dari masyarakat
Islam adalah ditandai dengan berdirinya
negara Islam, yaitu, “Negara Ideologis”
yang mendasarkan pada menyelenggarakan
Islam secara utuh.”?
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Dalam konteks sekarang, tidak meng-
herankan, tetapi kadang-kadang mengge-
lisahkan, bahwa dunia Islam kontemporer

menyaksikan banyak orang Islam me-

nuntut agar kehidupan sosio-ekonomi,

-

®udaya, dan politik didasarkan pada ajaran

Islam, tanpa menyadari keterbatasan dan
kesulitan-kesulitannya. Ekspresi-ekspresi
seperti ini akrab dengan istilah-istilah
simbolik yang kini terkenal dengan
revivalisme Islam, bangkitnya kembali Is-
lam, revolusi Islam, mempertegas kembali
Islam, atau Islam fundamentalis. Meskipun
dalam ekspresi-ekspresi itu mengandung
motivasi yang baik, tetapi mereka tidak
memiliki argumen yang mencukupi dan
sebenarnya lebih merupakan apologetis.
Ide pokok mereka, seperti dilihat Mo-
hammed Arkoun, “masih terbelenggu oleh
kesan yang provinsial, Islam etnograpik,
hanya terpaku dalam formulasi klasik yang
tidak mencukupi dan miskin dengan
formulasi slogan-slogan idelogis kontem-
porer.” Selanjutnya, “presentasi [mereka]
masih didominasi oleh tuntutan idelogi
yang melegitimasi rejim yaflg ada dalam
masyarakat Islam.”?

Pandangan Islam yang menyeluruh
seperti diungkapkan di atag memiliki
implikasinya sendiri. Salah saii.nya adalah
bahwa ia secara lugas menemukan kecen-
derungan pada pemahaman #lam yang
bersifat literal, yang menekankan pada
dimensi luar belaka. Dan pemahaman ini
membawa kerugian kontekstual dan
dimensi kedalaman dari prinsip-prinsip
Islam. Sehingga, apa yang mungkin
tethampar di balik ungkapan tekstualnya
hampir-hampir terabaikan sama sekali,
kalau bukan menjauhi. Dalam kasus yang
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ekstrim, kecenderungan ini telah merin-
tangi banyak orang Islam dari pemahaman
misi Qur’an sebagai instrumen suci yang
memberikan nilai-nilai moral dan etika yang
benar bagi amal manusia. Tentang masalah

sifat holistik Islam ini Qamaruddin Kha®

mencatat bahwa: “Ada kesalahan konsep
yang umum dalam pemikiran banyak or-
ang Islam bahwa Qur’an berisi segala
sesuatu. Kesalahpamahaman ini berasal
dari pemahaman yang salah atas ayat
Qur’an berikut: “Dan Kami (Tuhan) telah
menurunkan kepada kamu Kitab yang
menjelaskan segala sesuatu dan sebagai
suatu petunjuk dan rahmat, dan sebagai
kabar baik bagi mereka yang mem-
perhatikan” (16:89). Ayat ini hendak
menjelaskan bahwa Qur’an berisi informasi
tentang berbagai aspek tuntunan moral,
dan bukan sesuatu yang memberikan
pengetahuan tentang sesuatu objek yang
harus dijalankannya. Qur’an bukanlah
kumpulan pengetahuan umum.*
Pegakuan Syari’ah Islam sebagai jalan
hidup yang lengkap adalah satu hal.
Memahaminy* secara tepat adalah hal yang
lain. Pada dasarnya, ini adalah konteks dari
“bagaimana syari’ah dipahami, sebagai-
mana dinygtakan Fazlur Rahman, bahwa
hal yang terpenting dari masalah itu adalah
memahaminya secara mendasar.?”’ Ada
sejumlah fktor yang dapat mempengaruhi
dan menentukan hasil dari pemahaman
orang Islam atas Syari’ah. Persoalan
sosiologis, budaya, dan intelektual adalah
sangat penting dalam ikut menentukan
bentuk-bentuk dan substansi penafsiran.
Kecenderungan intelektual yang berbeda
dalam usaha memahami syari’ah tertentu
mungkin mendasari perbedaan penafsiran
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terhadap suatu doktrin tertentu. Dengan
demikian ketika menerima prinsip umum
tentang syari'ah, orang Islam tidak hanya
mengikuti intepretasi yang tunggal.

Munculnya sejumlah aliran yang ber-
beda dalam hukum Islam atau berbagai
aliran teologi dan filsafat, misalnya,
menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah
multi-tafsir.?® Sifat majmuk-tafsir dari Is-
lam telah berfungsi sebagai basis dari
fleksibilitas Islam dalam sejarah. Lagi pula,
ia juga memperkuat pluralisme dalam
tradisi Islam. Dengan demikian, seba-
gaimana banyak dikatakan orang, Islam
tidak dan tidak mungkin akan diterima
secara monolitik.”

Politik Islam (termasuk di dalamnya
hubungan demokrasi sipil) tidak dapat
mengabaikan kenyataan multi-tafsir ini. Di
lain pihak, secara umum Islam banyak
mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam
dalam politik. Dalam waktu yang sama,
karena potensi Islam terhadap perbedaan
tafsir, maka tidak ada gagasan tunggal yang
berifat kesatuan tentang bagaimana Islam
dan politik seharusnya dihubungkan.
Kenyataannya, sejauh bisa disimpulkan
secara deduktif dari kedua sumber inte-
lektual dari ide-ide dan praktek politik Is-
lam, ada kawasan perbedaan yang luas atau
bahkan pandangan yang saling berten-
tangan mengenai hubungan antara Islam
dan sistem politkk modern (demokrasi).

Ada dua arus besar intelektual bela-
kangan dalam pemikiran politik Islam
kontemporer. Karena keduanya mengakui
pentingnya prinsip Islam dalam seluruh
lapangan kehidupan, maka mereka dibe-
dakan secara garis besar dalam tafsir,
kecocokannya dan penerapannya dalam
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dunia nyata.

Dalam satu ujung spektrum, adalah
mereka yang menyatakan bahwa Islam
hendaknya sebagai dasar negara; bahwa
Syari’ah harus diadopsi sebagai konstitusi
negara; bahwa kemerdekaan politik berada
di tangan Tuhan; bahwa ide tentang negara-
bangsa modern dianggap bertentangan
dengan konsep wmmah (komunitas Islam)
yang menganggap tidak ada batas politik;
dan sembari menerima prinsip syxra
(konsultasi), tetapi penerapannya berbeda
dari gagasan demokrasi konteporer.
Ambillah secara berbeda, di dalam suatu
perspektif seperti itu, sistem politik mod-
ern (Barat) ditempatkan sebagai posisi yang
bertentangan dengan ajaran Islam.

Sementara pada ujung spektrum yang
lain, adalah mereka meyakini bahwa Islam
tidak “memberikan dasar yang jelas dan
bentuk siap pakai teori negara [atau teori
politik] yang harus diikuti oleh wmmah.”*
Dalam kata-kata Muhammad Imarah,
seorang pemikir Mesir, “Islam sebagai
sebuah agama tidak memiliki sistem
pemerintahan yang khas bagi orang Islam,
yang lahir dari logika agama ini yang sesuai
dengan segala jaman dan tempat yang selalu
berubah dengan kekuatan evolusi yang
tidak selalu mengikuti pemikiran rasional
manusia, mampu memaksakan kondisi
menurut kepentingan umum dan di dalam
kerangka kerja persepsi umum menurut
kehendak agama.””!

Menurut alur teoritis ini, bahkan istilah
negara (dawla) tidak dapat dibangun di
dalam Qur’an. Walaupun “ada sejumlah
ekspresi di dalam Qur’an yang merujuk atau
tampak merujuk pada kekuasaan dan
otoritas politik, ekspresi ini adalah kata-kata
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yang bersifat kebetulan dan tidak memiliki
konsekuensi teoritik tentang politik.”
Bahkan, mereka berpendapat, “Qur’an
adalah bukan risalah tentang ilmu politik.”*

Namun demikian, adalah penting dicatat
bahwa posisi ini mengakui fakta bahwa
Qur’an berisi “nilai-nilai etika dan perintah
tentang aktivitas-aktivitas sosial politik
manusia.” Dalam hal ini termasuk di
dalamnya prinsip-prinsip tentang “ke-
adilan, persamaan, persaudaraan, dan
kebebasan.”* Dengan demikian, menurut
mereka, sejauh negara dan sistem peme-
rintahannya mengikuti prinsip-prinsip
tersebut maka sesuai dengan ajaran Islam.

Mengikuti garis argumen ini, maka
pendirian negara Islam dalam bentuk for-
mal-ideologisnya adalah sama sekali tidak
penting. Yang terpenting adalah justru
jaminan negara atas terealisasikannya nilai-
nilai dasar tersebut. Sejauh dalam kasus
ini, tidak ada alasan teologis/religius untuk
menolak ide kedaulatan warga negara, suatu
negara-bangsa sebagai kesatuan teritorial
politik modern yang sah dan diterima
semua orang, dan prinsip-prinsip teori
politkk modern pada umumnya. Dengan
kata lain, tidak ada basis legitimasi untuk
menempatkan Islam dalam posisi yang
berseberangan dengan sistem politik mod-
ern (demokrasi).

Dengan garis pemikiran seperti di atas,
di mana kesesuaian nilai-nilai Islam dan ide
civif society diletakkan? Singkatnya, uraian di
atas hendak menunjukkan adanya dua
model yang berbeda tentang Islam politik
atau teorisasi politik Islam. Ada banyak
orang Islam yang meyakini bahwa Islam
sudah seharusnya secara formal dan legal
berkaitan dengan politik. Dalam hal ini,
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banyak implikasi lebih lanjut. Yang
terpenting, ia akan menghadapi berbagai
“kesulitan terhadap pluralitas politik dan
kebijakan pemerintahan yang beragam
dalam Islam sendiri,” khususnya dalam
suatu negara di mana warna agama dan
budayanya heterogen. Dalam konteks
pengalaman Indonesia, ia memberikan
sumbangan pada runtuhnya demokrasi
konstitusional di Indonesia tahun 1950an.*
Di lain pihak, banyak juga yang ber-
pandangan bahwa Qur’an dan Sunnah
tidak memberikan aturan yang detail
tentang bagaimana sistem politik Islam
seharusnya diformulasikan. Tetapi, dise-
babkan karena keyakinan yang mendalam
tentang sifat Islam yang holistik mereka
percaya bahwa Islam memberikan sepe-
rangkat prinsip-prinsip etika yang relevan
dengan pengaturan politik dan mekanisme
kekuasaannya. Mereka menunjuk bahwa
Qur’an berulang-ulang menyebut ide-ide
normatif tentang syxra (konsultasi), ad/
(adil), dan musawah (persamaan).*
Karenanya, mereka yakin bahwa hu-
bungan antara Islam dan politik adalah
bersifat substansialis. Sejauh sistem politik
didasarkan pada prinsip-prinsip konsultasi,
keadilan, dan egalitarian, adalah cukup
untuk diterima sebagai sejalan dengan
ajaran Islam.’ Berangkat dari perspektif
demokratis yang diungkapkan di atas, dapat
dikatakan bahwa ide-ide normatif tentang
prinsip-prinsip politik tersebut adalah
sejalan dengan ideal avi/ society. Dalam titik
ini, bahkan Huntington (meskipun per-
sepsinya tentang hubungan antara Islam
dan demokrasi negatif) pada dasarnya
percaya bahwa nilai-nilai Islam “secara
umum sama dan sebangun dengan per-
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syaratan-petsyaratan demokrasi.””” Adalah
kelemahan pengalaman demokrasi di
banyak negara yang disebut negara Islam
yang mendasarkan pada keyakinan bahwa
Islam berkesesuaian dengan demokrasi.
Tetapi kenyataannya di sana ada yang salah
ketika mengembangkan praktek-praktek
demokrasi hanya terperangkap pada satu
faktor belaka, yaitu agama sebagai satu-
satunya basis kultural demokrasi.

Sebenarnya semua orang Islam meya-
kini ide-ide normatif tentang konsultasi,
keadilan, atau kesamaan. Namun pelak-
sanaan dari nilai-nilai tersebut sangat
tergantung kepada bagaimana Islam
dipahami. Cara pandang Islam yang
legalistik dan formalistik, suatu posisi yang,
antara lain, menuntut ditinggikannya
syari'ah (hukum Islam) sebagai hukum
negara, cenderung pada menghalangi
pelaksanaan prinsip persamaan. Ini
mempertunjukkan rintangan-rintangan
agama sebagaimana juga pluralisme politik,
bukan hanya dalam konteks hubungan
Muslim-non Muslim, tetapi juga di dalam
komunitas Muslim itu sendiri. Di lain pihak,
model Islam substansialis, suatu pijakan
yang menekankan lebih pada pentingnya
substansi ketimbang bentuk, nilai daripada
simbol, memberikan sumbangan besar
pada pengembangan praktek-praktek
demokrasi.

Meskipun demikian, tidak berarti ide
tersebut otomatis dan secara sendirian akan
mengantarkan pada naiknya nilai-nilai
demokrasi. Melainkan, seperti pada bidang-
bidang yang lain, muncul dan terkon-
solidasikannya rejim-rejim demokrasi
sangat banyak tergantung pada aspek
sosial-ekonomi dan persyaratan-per-
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syaratan kultural yang luas.*®
v

Apa yang dikemukakan di atas adalah
karakteristik normatifnya. Kare-nanya
adalah penting, seperti digambarkan
tentang ketidaksejalanan Islam dengan ide
avil society adalah dalam kerangka teologis;
bahwa norma-pemerintahan Islam pada
dasarnya tidak sesuai dengan demokrasi
atau ideal sipil. Suatu fakta bahwa orang
Islam tidak memiliki dasar substansial
berkenaan dengan pengalamannya tentang
demokrasi (dan berbagi dengan impian
orang Barat tentang czvi/ society) yang
berdampak pada sulitnya (untuk tidak
dikatakan mustahil) untuk membangun
demokrasi sipil dalam dunia Islam. Tetapi,
faktor-faktor yang mendasari situasi
tersebut tidak selalu dapat ditarik dalam
kerangka persepsi agama. Jika penciptaan
demokrasi sipil mensyaratkan jenis fondasi
sosio-kultual, maka ia menuntut tersedianya
kapital sosial (nilai-nilai yang berhubungan
dengan kepercayaan, kejujuran, dan
seterusnya) yang harus dikembangkan.

Situasi politik Indonesia sekarang
memberikan suatu dasar yang mungkin
bergharga untuk mendorong argumen
tersebut. Kampanye massal yang dilansir
baik oleh para elit partai politik dan
intelektual menunjukkan pentingnya
mengakui hasil pemilihan umum, tanpa
melihat siapa yang akan keluar sebagai
“pemenang”, adalah sebuah pertanda
bahwa demokrast sipil 47 mana orang In-
donesia di sana-sini menghadapi sejumlah
ancaman sosio-kultural. Dalam hal ini,
ketidaksiapan banyak aktivis politik dan
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pendukungnya untuk menerima kekalahan
dan mengakui kemenangan pihak lain
menunjukkan besarnya rintangan kultural
ini. Tanpa upaya serius untuk menegakkan
kembali nilai-nilai sosio-kultural, dengan
memanfaatkan asosiasi yang telah ada
sebelumnya di dalam masyarakat yang
merupakan pendukung cvi/ society seperti
Muhammadiyah dan NU tidak dapat
memerankan tiga hal yang saling ber-
hubungan satu dengan yang lain yang harus
diperankannya—yaitu suplemen, kom-
plemen dan perimbangan terhadap nega-
ra.<
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